BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4]
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penvediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1}
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomaor 27/PRT/M /2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk
Pengembangan  Sistem Penyvediaan  Air  Minum
Tahun 2022-2041;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-U ndang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor §) sebagal Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959
Nomot 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820},

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Qigtem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4421},

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penmataan Ruang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6573);



6.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan lLembaran Negara Republik
indonesia Nomor 50359) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kena (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
|embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tenitang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2022 Neomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6573},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang
gumber Daya Air {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405];

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 3376] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tentang
Perybahann atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2013
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5801):




Menetapkan

10.

1.

12,
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tad

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
{entang Sistem Penyediaan Air Mipum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5802);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 entang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10}

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakvat Nomor 27 /PRT/M /2016 tentang
Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahup 2012-
2032 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomer 12 Tabun 2016 tentang pembentukan dan
qusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Urara Tahun 2016 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Huiu Sungai Utara Nomor )
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHU N 2021-2041.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungal Utara.,

9  Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

vang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati ad alah Bupati Hulu Sungai

Utara,
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Peranigkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah.

Sistemn Penyediaan Air Minum vang selanjutnya disingkat SPAM adalah
satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana
Alr Minum.

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnyva
disingkat Rl SPAM adalah suatu rencana jangka parnjang (15-20} tahun
vang merupakan bagian atau tahap awal darl perencanaan air minum
jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proveksi
kebutuhan air minum pada satu periode vang dibagi dalam beberapa
tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-
dimensinva.

Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, vang selanjutnya disebut Air
Baku adalah air yang dapat berasal dan sumber air permukaan, cekungan
air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai
air baku untuk air minum.

Air Minum adalah air minum rumah tangga vang melalul proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi svarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Penvediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan vang
sehat, bersih, dan produltif.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan wvang bertujuan membangun,
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik] dan non-fisik
kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masvarakat, dan hulkum
dalam kesatuan vang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum
kepada masvarakat menuju keadaan vang lebih bails,

Daerah Aliran Sungai vang selanjutnyva disebut DAS adalah suatu wilavah
tertentu yvang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan
sungai dan anak-anak sungainva yvang berfungsi menampung air vang
berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian
mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

. Penvelenggara Pengembangan SPAM  yang selanjutnya  disebur

Penvelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat
vang melakukan penvelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air
minum.

BAD 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagal pedoman
penvelenggaraan SPAM bagi masyarakat di masa yang akan datang,

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini unruk memberikan arah dan
kerangka kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM.
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BAB 11
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 3
Bupati menetapkan RI SPAM di Daerah Tahun 2022-2041.

Penetapan Rl SPAM sebagaimana dimaksud pada avat (1) berpedoman
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Rl SPAM di Daerah ditetapkan sebagal dokumen induk rencana
Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi di Daerah, yvang
disusun dengan memperhatikan kebijakan dan sirategi di Daerah.

RI SPAM di Daerah memuat tentang pelayvanan air minum perpipaan dan
non perpipaan, target cakupan pelavanan, waktu perencanaan, sumber air
baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan
biava investasi.

Rl SPAM di Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah,
penvelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM
di wilayvah administrasi di Daerah.

Pasal 5

RI SPAM di Daerah Tahun 2022-2024 memuat tentang program kerja dan
rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Daerah.

Sisternatika Rl SPAM scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
BAB T c PENDAHULUAN

BAB I - GAMBARAN UMUM KABUPATEN HSU

BABIII : KONDIS]I SPAM EKSISTING KABUPATEN

BABR IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN

BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

BAB VI : POTENSI AIR BAKU

BAE VIl : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN

BAB VI : ANALISA KEUANGAN

BAB IX :PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

Uraian secara rinci Rl SPAM di Daerah Tahun 2022-2041 sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal b
(1} RI SPAM di Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dengan
periode perencanaatl dari tahun 2022 sampal dengan tahun 2041,
(2) RI SPAM di Daerah yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap

5 {lima) tahun dan dapat diubah hila ada hal-hal khusus dengan
memperhatikan perkembangan penataan ruang di Daerah,

BAR WV
PELAKSANAAN
Pasal 7

Petmerintah Daerah sebagal pengendali pelaksanaan Rl SPAM di Daerah.

——
[
P

(2} Pemerintah Daerah menujuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Hulu Sungai Utara sebagai operator pelaksana pelayanan air minum
jaringan perpipaan di Daerah,

Pasal 8

(1] Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasal dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Rl SPAM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Pengawasan sebagaimana dimasud pada ayat (1} secara teknis
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusarn
pemerintahan bidang pekerjaan umurm.

(3] Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
hidang pekerjaan umum menvampaikan dan melaporkan  hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (2) kepada Bu pati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} sebagai bahan evaluasi dan
perumusan kebjjakan lehih lanjut dalam pelaksanaan Rl SPAM.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku malka, Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Sistem
Pengelolaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungal Utara Tahun 2013-2033
(Berita Daerah RKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 53) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Peraturan

Bupati ini dengan penempatanmnya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal, 07 Oktober 2022

Pit. BUPATI H §Gﬁl UTARA,

ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal, 07 Oktober 2022

SEKRETARIS DAE
HULU SUNGAI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR



